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Mengingat

WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan
Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6398);



11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



25.

26.

27.

28.

29.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah



30.

31.

32.

(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor
02) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Untuk
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 (Lembaran Daerah
Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2018 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2019
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

Menetapkan

dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.



(1)

(2)

Pasal 1
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporan realisasi anggaran;

Neraca;

Laporan arus kas;

Laporan operasional;

Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

Laporan perubahan ekuitas; dan

I I B N I e

Catatan atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar keuangan badan milik daerah/perusahaan

daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun

Anggaran 2018 sebagai berikut :

a.
b.

C.

Pendapatan — LRA Rp. 1.132.558.506.014,27
Belanja Rp. 1.084.503.756.667,55
Transfer Rp 1.249.928.390,83
Surplus/ (Defisit) Rp. 46.804.820.955,89

Pembiayaan:
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 77.624.342.237,30
b. Pengeluaran Rp. 4.283.423.066,66
Pembiayaan

Pembiayaan Netto Rp. 73.340.919.170,64
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) Rp. 120.145.740.126,53

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai

berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp. 24.385.425.732,31 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan Rp. 1.156.943.931.746,58

setelah perubahan

2. Realisasi Selisih Rp. 1.132.558.506.014,27

lebih/(kurang) Rp. (24.385.425.732,31)



b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 140.144.122.703,12

dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja Rp. 1.224.647.879.370,67
setelah perubahan
2. Realisasi Rp. 1.084.503.756.667,55
Selisih lebih/(kurang) Rp. (140.144.122.703,12)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. (116.002.813.324,11) dengan rincian sebagai berikut :
1. Surplus/defisit Rp. (69.197.992.368,22)
setelah perubahan
2. Realisasi Rp. 46.804.820.955,89
Selisih lebih/(kurang) Rp. (116.002.813.324,11)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.

1.926.349.869,08 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan Rp. 75.697.992.368,22
pembiayaan setelah
perubahan
2. Realisasi Rp. 77.624.342.237,30
Selisih lebih/(kurang) Rp. 1.926.349,869,08

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah

Rp. 2.216.576.933,34 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran | Rp. 6.500.000.000,00
pembiayaan setelah
perubahan
2. Realisasi Rp. 4.283.423.066,66
Selisih lebih/(kurang) Rp. (2.216.576.933,34)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp. (4.142.926.802,42) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pembiayaan Rp. 69.197.992.368,22

netto setelah

Perubahan

2. Realisasi Selisih Rp. 73.340.919.170,64

lebih/(kurang) Rp. (4.142.926.802,42)



Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2019

sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 3.350.573.450.998,66

b. Jumlah kewajiban Rp. 17.897.755.580,43

c. Jumlah ekuitas Rp. 3.332.675.695.418,23
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk tahun

yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2018 Rp. 72.584.845.225,79
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 269.380.476.281,43
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp. (225.475.655.325,54)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp. (1.383.423.066,66)
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp. (68.294.787,18)
f.  Saldo kas akhir di bendahara pengeluaran Rp. 3.020.673.467,38
g. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2019 Rp. 120.145.740.126,53
Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d Tahun

Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO Rp. 1.161.161.061.386,76
b. Beban Rp. 965.070.280.820,38
Surplus/ (Defisit) Rp. 196.090.780.566,38
Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1

huruf e per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal Rp. 75.697.992.368,22

b. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp. 120.145.740.126,53
(SILPA/SIKPA)

c. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya  Rp. 1.926.349.869,08

d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 120.145.740.126,53



Pasal 8
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f per 31

Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal Rp. 2.894.061.309.968,44

b. Surplus/Defisit-LO Rp. 186.030.723.184,38

c. Ekuitas akhir Rp. 3.332.675.695.418,23
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g
Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif

atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;

Lampiran I.1 : ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran 1.2 : rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 : rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan;

Lampiran 1.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah

dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. Lampiran III : laporan operasional;

d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;

e. Lampiran V ! neraca;

f. Lampiran VI : laporan arus kas;

g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;

h. Lampiran VIII : daftar rekapitukasi piutang daerah;



i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana
bergulir;

k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

1. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;

n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;

p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;

q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;

r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;

Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai

@

akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya; dan
t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri
dari :
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD.



Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Agustus 2020

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

o
FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

7 —

HERA NUGRAHAYU

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH : 03,38/2020



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

. UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, yang
dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu,
DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam
mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintah daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban,
tugas, wewenang dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dengan berlandaskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah ini memuat tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 2






